
Menimbang:

Mengingat

WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU
r{oMoR 49 TArrur{ 2018

TENTANG

PERUBAHAI{ ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
ITOMOR 66 TAIIUI 2017 TENTAIYG RTNCANA KEzuA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU TAHUIT 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ITALIKOTA BATU,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 306 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Keg'a Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2Ol7 lentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2018;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



halaman 2 dari 4 halaman...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20O5-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor
33, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
aToo);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23al;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, teralhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineg'a Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6ral;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a664\;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (lrembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Ke{a Pemerinta}r Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahwn 2Ol8
tentang Penyusunan Rencana Keda Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol4-2O19
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;

halaman 3 dari 4 halaman...



Menetapkan :

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu
Tahun 2OO5-2O25;

26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATT'RAN WALIKOTA TEITTANG PERUBNIAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 66 TAHUN 2017
TEITTANG RENCAITA KERJA PEMERII{TAH DAERAH
KOTA BATU TAHUIT 2018.

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahtn 2017
tentang Rencana Ke{a Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun
2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Ditetapkan di Batu
padatanggal f { Agustus 2018

WALIKCYTA BATU,

DEWAITTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal l{ Agustus 2018

SEKREf,ARIS DAERATI KOTA BATU,

\"
ZADI]|tr EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 4e /u
halaman 4 dari 4 halaman.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.


